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TENTANG
ALUR TRANSAKSI E-PURCHASING

Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian
yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah
dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan
barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik diatur dalam
Peraturan Presiden Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagaimana diatur pada
Pasal 50 Ayat (5) bahwa pelaksanaan e-Purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang
menyangkut kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga,
atau kepala daerah.

Pengaturan mengenai e-Purchasing dituangkan dalam Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun
2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik diatur dalam
Keputusan Bidang Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Panduan Penggunaan Katalog Elektronik Versi 5.0 sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Bidang Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi
Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Panduan Penggunaan



Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0.

Proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan
dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan
uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini Jjuga dapat
lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan
yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang
bergerak dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

E-Purchasing dibuat agar proses untuk pengadaan produk barang/jasa Pemerintah dapat
dilakukan secara elektronik. Dalam e-Purchasing produk barang/jasa Pemerintah, terdapat fitur
untuk pembuatan paket, unduh (download) format surat pesanan/surat perjanjian, unggah
(upload) hasil scan kontrak yang sudah ditandatangani, sampai dengan cetak pesanan produk
barang/jasa Pemerintah. Dengan adanya e-Purchasing produk barang/jasa Pemerintah, diharapkan
proses pengadaan produk barang/jasa Pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan. Produk
yang sudah tampil di Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah dapat dibeli dengan
menggunakan e-Purchasing. Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah menampilkan
informasi penyedia produk, spesifikasi produk, harga, serta gambar dari produk barang/jasa

Pemerintah.

Dasar Hukum

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

d. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog
Elektronik Lokal;

e. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog
Elektronik;
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f.  Surat Edaran Bersama Menterj Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun
2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pengelolaan Katalog
Elektronik.

h.  Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Melalui E-Purchasing.

3.  Alur Transaksi E-Purchasing

_®_\;




a.  Surat Pesanan adalah bentuk kontrak pembelian yang digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa melalui E-Purchasing antara Penyedia Katalog Elektronik dengan PPK.

b.  Proses Adendum Kontrak adalah proses untuk melakukan persetujuan perubahan
kontrak. Adendum kontrak dapat diajukan oleh penyedia ataupun PPK. Jika
penyedia yang mengajukan maka PPK melakukan persetujuan, dan berlaku
sebaliknya. Hal yang dapat dilakukan perubahan pada adendum kontrak adalah
kuantitas produk, tanggal pengiriman produk, harga ongkir produk dan harga satuan.
Jika adendum kontrak disetujui maka kontrak akan berubah menjadi kontrak baru
dan akan dilakukan update pada produk (kuantitas/ongkir/tanggal pengiriman).
Pengajuan adendum kontrak tidak dapat dilakukan ketika PPK sudah menginput
penerimaan paket.

€.  Apabila jumlah nominal transaksi lebih dari 1 juta rupiah dan maksimal 10 juta
rupiah dan metode pembayaran QRIS KKP penyedia Aktif, PPK Dapat memilih
metode pembayaran yang akan digunakan,

d. Verifikasi Penyelesaian Paket adalah proses untuk menyelesaikan paket. Jika akan
melakukan verifikasi maka PPK harus melakukan input penilaian terhadap penyedia
terlebih dahulu.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.
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